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ABSTRAK 

 

Perkembangan gaya hidup yang semakin pesat dan kemajuan 

teknologi telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk obat dan 

makanan, sehingga banyaknya beredar industri-industri produk yang baru. 

Kini produsen mampu memproduksi obat dan makanan dengan jumlah yang 

banyak dan dapat mengedarkan ke seluruh Indonesia. Masih banyak 

ditemukan pada makanan dan obat yang menggunakan bahan berbahaya bagi 

kesehatan seperti menggunakan formalin pada makanan, boraks, pewarna, 

dan pewarna metanil yellow. Sedangkan pada obat banyak digunakan seperti 

alkohol, obat palsu, dan obat keras yang bisa membahayakan bagi kesehatan. 

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih 

lanjut dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Fungsi dan 

Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung?, 

dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Fungsi dan 

Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung?. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). 

Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data dengan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh 

langsung dari responden Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan 

norma hukum serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Implementasi BPOM dalam 

pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung, telah berjalan. 

Sebagaimana BPOM melakukan prosedur terhadap ketentuan yang 

berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Secara ketentuannya, 

pelaksanaan obat dan makanan ini berpacu pada aturan Peraturan Presiden 

Nomor 80 Tahun 2017. Pada realitasnya, ketentuan obat dan pengawasan 

obat makanan ini, telah melaksanakan ketentuan pada peraturan yang ada. 

Karena, ketika pelaksanaan ini tidak baik, maka akan terjadi permasalahan 

bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Hal ini akan terjadi indikasi pada 

kesehatan yang buruk bahkan sampai Kematian. Untuk mencegah itu terjadi, 

maka BPOM telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam hal Obat 

dan makanan. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Fungsi dan 

Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung 

merupakan bagian dari siyasah tanfiziiyah. Secara pelaksanaannya, BPOM 

telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-

perundangan. Hal ini, dilihat dari data perjalanannya yang ada. BPOM 

Provinsi Lampung, telah melaksanakan kewajibannya sebagai badan yang 

mengawasi Obat dan Makanan di Provinsi Lampung. Salah tanggung jawab 

BPOM ialah memberikan pemahaman kepada sekolompok orang yang ingin 

mendaftarkan produkunya. 

  
Kata Kunci: Implementasi , Tugas dan Fungsi BPOM, Pandangan Fiqh 

Siyasah. 
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MOTTO 

 

                   

                      

                       

 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa (4): 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul ―Implementasi Fungsi dan 

Kewenangan Badan  Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif 

Fiqh Siyasah (Studi pada BPOM Provinsi Lampung)‖ Sebelum 

menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, 

terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada 

penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi 

pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara 

umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam 

penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan 

jelas. 

1. Implementasi 

Implementasi (pelaksanaan) adalah suatu aktivitas, aksi, 

tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
1
 

2. Fungsi 

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada 

jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.
2
 

3. Kewenangan 

Kewenangan adalah seluruh aturan-aturan yang 

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-

wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam 

hubungan hukum publik.
3
 

4. Perspektif 

Perspektif adalah tujuan, sudut pandang atau pandangan.
4
 

                                                           
1  Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, 2002, 70. 
2 Departemen Pendidikan Nasional, ―Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa,‖ 2011. 
3 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2013, 71. 
4 Nasional, ―Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,‖ 1062. 
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5. Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam 

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri.
5
 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditegaskan 

bahwa maksud dari penulis di dalam proposal skripsi ini adalah 

meneliti tentang Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah yang 

akan dilakukan penelitian di BPOM Provinsi Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih 

menentukan judul pada penelitian ini adalah : 

1. Alasan Objektif yaitu Maraknya peredaran makanan yang 

tidak layak konsumsi di Provinsi Lampung. 

2. Alasan subjektif 

a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas di 

fakultas syariah di jurusan siyasah; 

b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup 

menunjang penulis sehingga dapat membantu penulis 

dalam menyelesaikan penelitian ini; 

c. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini 

sesuai dengan jurusan yang penulis pelajari yaitu di 

program studi siyasah syar‟iyyah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan gaya hidup yang semakin pesat dan kemajuan 

teknologi telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-

produk obat dan makanan, sehingga banyaknya beredar industri-

industri produk yang baru. Kini produsen mampu memproduksi 

                                                           
5 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenada media Group, 2014), 4. 
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obat dan makanan dengan jumlah yang banyak dan dapat 

mengedarkan ke seluruh Indonesia. 

Guna memberikan kepastian perlindungan kepada konsumen, 

dalam hal ini masyarakat, baik terhadap produksi, peredaran dan 

penggunaan sediaan kosmetik dan makanan yang tidak memenuhi 

persyaratan mutu, kemananan, serta khasiat, sebagaimana 

kewajiban negara dalam melindungi masyarakatnya, Pemerintah 

membuat suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan 

makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga 

institusi pemerintahan yang tugasnya mengawasi peredaran 

berbagai produk makanan dan obat memberikan penilaian mutu 

produk-produk tersebut, sangat membantu dan melindungi 

masyarakat dalam menentukan produk-produk yang baik untuk 

dikonsumsi dan tidak beresiko.
6
 Adapun tugas pengawasan yang 

diterapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki peran 

yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi seperti 

yang menyangkut dengan masalah makanan dan obat yang 

diperjualbelikan dan beredar ditengah masyarakat yang sering 

dikonsumsi sehari-hari. Di Indonesia saat ini perlindungan 

konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena 

menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. 

Namun, Masih banyak ditemukan pada makanan dan obat yang 

menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan seperti 

menggunakan formalin pada makanan, boraks, pewarna, dan 

pewarna metanil yellow. Sedangkan pada obat banyak digunakan 

seperti alkohol, obat palsu, dan obat keras yang bisa 

membahayakan bagi kesehatan. Berbagai macam zat berbahaya 

tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk 

menghasilkan makanan dan obat lebih awet   dan   tahan   lama.   

Para   pedagang   tersebut   tidak   memperhatikan   dampak yang 

membahayakan bagi konsumen dalam mengkonsumsi 

makanan yang mereka hasilkan tersebut. Pemerintah mengatur 

tentang perlindungan konsumen ini secara tegas dengan 

menyebutkan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku 

                                                           
6 Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan 

Perlindungan Konsumen (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 17. 
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usaha, yaitu:
7
 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang barang dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan. 

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan berfungsi 

strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan 

kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya 

saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas 

pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu 

didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan, atas dasar tersebut, Presiden Joko Widodo telah 

menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 80 Tahun 

2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Menurut Perpres ini, BPOM adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan 

dipimpin oleh Kepala. Perpres ini menegaskan, BPOM 

mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana 

dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, 

prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

kosmetik, dan pangan olahan, Dalam melaksanakan tugas 

pengawasan Obat dan Makanan BPOM memiliki fungsi dan 

                                                           
7 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2006), 1. 
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keenangan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2)  Perpres ini.
8
 

Di dalam Islam, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi 

makanan dan obat yang halal lagi baik,
9
 sebagaimana yang 

terdapat dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 168 yaitu: 

                       

                

Artinya : 

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh 

yang nyata bagimu." 

 

Al-quran surah Al-Maidah ayat 88 juga berkaitan erat dengan 

tugas pengawasan BPOM dalam menjamin mutu makanan dan 

obat-obatan, yaitu sebagai berikut: 

 

Artinya : 

―Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayib) dari 

apa yang telah di rizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada 

Allah dan kamu beriman kepada-Nya.‖ 

 

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian masalah ini serta memaparkannya dalam 

bentuk skripsi dengan judul ―Implementasi Fungsi dan 

Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif 

Fiqh Siyasah (Studi pada BPOM Provinsi Lampung)‖. 

 

                                                           
8 ―Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 

Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM),‖ n.d. 
9 Mohammad Jauhar, Makanan Halal Menurut Islam (Jakarta: PT. Prestasi 

Pustakaraya, 2009), 54. 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan spesifik 

dan sesuai dengan judul penelitian yang telah di tetapkan, maka 

penelitian ini terfokus kepada masalah Implementasi Fungsi dan 

Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif 

Fiqh Siyasah. 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi 

Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan di Provinsi Lampung? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Fungsi dan 

Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di 

Provinsi Lampung; 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyasah terhadap 

Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan 

Obat dan Makanan di Provinsi Lampung. 

 

G. Manfaat penelitian 

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan 

pemahaman bagi pembaca mengenai Implementasi Fungsi 

dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

Perspektif Fiqh Siyasah, serta dapat menambah wawasan 

dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang 

dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan 

hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan politik (Siyasah) 

dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di 
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fakultas syari‘ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung. 

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi 

pembaca pada umumnya yaitu tentang Implementasi Fungsi 

dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

Perspektif Fiqh Siyasah. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar penelitian 

mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum 

diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi dilokasi tersebut, 

namun harus ada perbedaan dari penelitan yang sudah dilakukan 

sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa 

hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Skripsi, yang berjudul ―Peran Balai Pengawasan Obat dan 

Makanan Terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya‖, 

skripsi ini ditulis oleh Devi Yuliantina, Fakultas Ekonomi 

Bisnis Islam Universitas Palangkaraya. Skripsi ini membahas 

tentang Pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap pelaku 

ekonomi yang mengedarkan produk makanan berbahaya. 

2. Skripsi, yang berjudul ―Kinerja Balai Besar Pengawasan 

Obat dan Makanan Terhadap Pengawasan Obat dan 

Makanan‖, skripsi ini ditulis oleh Nora Fitria, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh. Skripsi ini membahas kinerja Balai Pengawas 

Obat dan Makanan terhadap pengawasan obat yakni sarana 

yang diperiksa di Apotek, Puskes, dan Rumah Sakit. 

Dari beberapa referensi di atas, memang ada beberapa 

persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan dengan objek 

Badan Pengawas Obat dan Makanan, tetapi tetap ada perbedaan, 

dalam penelitian penulis lebih memfokuskan kepada fungsi dan 

kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
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I. Landasan Teori 

1. Kewenangan 

Kewenangan, diartikan sebagai hak dan kekuasaan 

untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah 

dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.
10

 

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak 

sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan 

hak untuk berbuat dan tidak berbuat.Wewenang sekaligus 

berarti hak dan kewajiban.
11

 

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan 

wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi 

menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, 

kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum 

yang dapat dilakukan menurut kaedah- kaedah formal, jadi 

kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh 

pejabat atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan yang 

penting dalam kajian hukum tata Negara. 

2. Sumber Kewenangan 

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh 

secara atribusi, delegasi, dan mandat.
12

 Philipus M. Hadjon, 

mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan 

harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu 

diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan 

mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui 

pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, 

sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah 

kewenangan yang berasal dari pelimpahan. 

3. Pengawasan 

Selanjutnya pengawasan diartikan sebagai proses dalam 

menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang 

                                                           
10 Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem 

Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 35. 
11 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah (Bandar Lampung: Universitas 

Lampung, 2009). 
12 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993). 
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dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesu 

ai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. istilah 

pengawasan juga disebut dengan kontrol yang dikemukakan 

sebagai permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar 

Hukum Administrasi. Oleh karena itu, keduanya mengkaji 

konsep pengawasan atau kontrol dikaitkan dengan tindakan 

atau perbuatan pemerintah. Pendapat ini sejalan dengan 

pemikiran S.P Siagian yang memberikan pengertian 

pengawasan sebagai suatu ‖proses pengamatan dari pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya‖. 

Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya 

dengan penerapan good governance.
13

 

4. Fiqh Siyasah 

Kata ―siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti 

mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, 

politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian 

pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 

sesuatu yang bersifat politis dan mencakup sesuatu. 

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan bahwa siyasah adalah ―pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. fiqh siyasah 

merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam 

Islam fiqhsiyasah antara lain membicarakan tentang siapa 

Sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar 

kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan 

menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan 

                                                           
13 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008). 
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kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan 

kekuasaannya.
14

 

5. Al-Sulthah Al-Tanfidziyah (Kekuasaan Eksekutif) 

Tugas Al-Sulthah al-tanfidziyah adalah melaksanakan 

undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan 

yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara 

melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan 

dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan 

sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi 

kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu 

oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) 

yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi 

yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam 

lainnya.
15

 

Kepala negara dan Pemerintahan diadakan sebagai 

pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan 

mengatur dunia. Pengangkatan kepala Negara untuk 

memimpin umat adalah wajib menurut ijma. Jika 

kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu 

gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang 

menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua 

kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang 

mempunyai wewenang memilih Kepala Negara bagi umat 

Islam, kedua adalah orang- orang yang mempunyai 

kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka 

menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan 

itu.
16

 

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepala 

Negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang 

berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun 

kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah 

                                                           
14 Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 65. 
15 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 137. 
16 Imam al-Mawardi, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran 

Islam (Jakarta: Gema Insani, 2000), 16–17. 
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Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan 

keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang 

bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan 

dan melindungi hak- hak rakyat, melaksanakan amar ma‟ruf 

nahi munkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan 

membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban 

utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas 

syari‟ah didalam umat dan menegakkan institusi- institusi 

yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Di 

samping itu, wewenang Imam atau Kepala Negara adalah: 

1. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru 

bicara bagi masyarakatnya dalam hubungan-hubungan 

dengan masyarakat di luar wilayahnya. 

2. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan 

antara umat baik pada masa perang maupun masa 

perdamaian. 

3. Mengeluarkan perintah perang. 

4. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru 

diduduki. 

5. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam 

wilayahnya apabila mereka terbukti  melanggar hukum. 

6. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad 

harus dihentikan. 

7. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan 

menyetujui perdamaian. 

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. 

Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum 

tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum 

dengan pihak musuh.
17

 

 

 

 

                                                           
17 Ridwan HR, Fiqih Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan (Yogyakarta: 

FH UII Press, 2007), 273. 
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J. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu 

penelitian itu dilaksanakan (buku pak sus). Untuk memperoleh dan 

membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode- 

metode sebagai berikut : 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (field research).
18

 Jenis penelitian lapangan 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data dari lokasi atau lapangan yang dari berbagai 

informasi yang berkaitan dengan Implementasi Fungsi 

dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

di Provinsi Lampung dan melakukan wawancara dengan 

pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan 

fungsi dan pengawasan obat dan makanan. 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan 

menganalis mengenai subjek yang diteliti, penelitian 

yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah 

metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta yang 

tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas 

dan gamblang. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi 

sasaran peneliti.
19

 Dalam penelitian ini adalah BPOM 

Provinsi Lampung. 

b. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah para 

pedagang obat dan makanan yang ada di Provinsi 

                                                           
18 susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10. 
19 juliansyah, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2010), 147. 



  

  

13 

Lampung. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli 

dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan 

informasi langsung pada penelitian. Dalam hal ini 

penulis akan mengumpulkan data dari BPOM dan 

Perdagangan. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

perpuskakaan yang dilakukan dengan cara memabaca, 

menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang 

sesuai dengan pokok bahasan,
20

 kemudian disaring dan 

dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Penulis 

akan mengumpulakan literatur serta dokumen resmi 

yang dengan Implementasi Fungsi dan Kewenangan 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan secara umum 

dan Undang-Undang yang berkaitan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik fenomena yang diselidiki yang terbatas pada 

pengamatan yang dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung.
21

 Observasi ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang diperoleh untuk 

menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di 

BPOM Provinsi Lampung. 

b. Wawancara (interview), adalah proses memperoleh 

keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara 

tanggung jawab dan bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden. Untuk mendapatkan informasi secara 

lengkap tentang dengan Implementasi Fungsi dan 

Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 

                                                           
20 hasan Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58. 
21 Muhammad Abdul kadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, 1 Ed (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2004), 8. 
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penulis melakukan wawancara dengan pihak berikut ini : 

1) BPOM. 

2) Perdagangan. 

3) Konsumen. 

c. Dokumentasi adalah salah cara pengumpulan data 

dengan mengumpulkan dokumen- dokumen
22

 yang 

berkaitan dengan Implementasi Fungsi dan Kewenangan 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 

5. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul dari hasil observasi dan 

wawancara, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dengan cara berpikir Induktif yaitu dimulai dari 

fakta yang bersifat khusus kan kongkret, ditarik generalisasi-

generalisasi yang mempunyai sifat umumdan menganalisa 

dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya 

metode ini dimaksudkan untuk menganalisa data sehingga 

hasilnya dapat menjadi suatu kesimpulan umum sesuai 

pengamatan peneliti dilapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 45. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Mengenai Implementasi, maka tidak terlepas pada suatu 

objek atau sesuatu yang ingin dilakukan pengujian. Sebelum 

lebih jauh membahasa implementasi, maka disini akan 

menjelaskan terlebih dahulu pengertian implementasi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi 

diartikan sebagai Pelaksanaan.
23

 Sedangkan pelaksanaan 

adalah orang (panitia, organisasi) yang mengerjakan atau 

melaksanakan. Implementasi pada pembahasan dalam 

penelitian ini dikhusukan pada implementasi kebijakan yang 

melaksanakan sutau aturan atau program baik dari lembaga 

negara atau lembaga berbadan hukum (perseorangan). Secara 

umum implementasi kebijakan menyangkut pada persoalan 

kebijakan publik, dimana ketentuan aturan yang harus 

dilaksanakan dengan tujuannya untuk kepentingan umum 

(publik). Menurut P Sabatier dan Mazmanian mengatakan 

bahwa implementasi Kebijakan adalah memahami yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau 

dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan 

yang terjadi sesudah proses pengesahan kebijakan negara.
24

 

Menyangkut persoalan kebijakan, maka secara umum 

bahwa implementasi adalah pelaksanaan dari orang atau 

lembaga yang melaksanakan suatu aturan tersebut. 

Sedangkan kebijakan itu sendiri berasal dari dari kata policy 

dan public policy, yang diartikan sebagai kebijaksanaan, 

kebijakan, kebijaksanaan publik atau kebijakan publik.
25

 

                                                           
23 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia” (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), 580. 
24 Agus subianto, Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan 

Evaluasi (Surabaya: Brilliant PT. Menuju Insan Cemerlang, n.d.), 7. 
25 Yudi Rustiana Awan Y and Abdoella, Teori Dan Analisis Kebijakan Publik 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 7. 
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Berdasarkan hal tersebut maka secara umum Impelentasi 

Kebijakan merupakan suatu aturan yang harus dilaksanakan 

baik sebelum dan sesudah, yang menyangkut persoalan 

kebijakan atau peraturan. 

2. Teori Implementasi 

Teori Implementasi yang dicantumkan pada pembahasan 

ini, dapat membantu kajian penelitian tentang kebijakan 

program bedah rumah tahun 2021. Program yang dibuat oleh 

pemerintah mengenai bedah rumah, sejatinya adalah 

kebijakan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelaksanaan. Sebagimana program tersebut harus 

diaktualisasikan melalui sebuah prosedur atau mekanisme 

yang telah diatur. Oleh karenanya untuk merealisasikan 

kebijakan itu, pemerintah tidak sembarangan dalam 

melaksanakannya, ada mekanismenya seperti Standar 

Operasional Prosedur. SOP ini dapat dilakukan dengan benar 

ketika pemerintah dalam menjalankan program tersebut 

sesuai dengan ketentuan dan tidak menyeleweng dari 

atauran. Salanjutnya untuk menerapkan itu perlu adanya 

pembahasan terhadap implementasi kebijakan dalam 

menjalankan program bedah rumah tahun 2021 tersebut. 

Teori Implementasi pada pembahasan penelitian ini 

adalah teori implementasi kebijakan yang secara koheren 

membahas lebih spesifikasi terhadap pelaksanaan kebijakan 

bedah rumah. Goerge C. Edward III mengungkapkan bahwa 

karakteristik Impelementasi kebijakan memiliki model yang 

secara khusus. Model implementasi kebijakan yang 

berpandangan pada top down menamakan sebagai model 

implementasi kebijakan publiknya direct and indirect impact 

on implementation. Maka secara kesimpulan pendekatan 

model implementasi ini terdapat empat variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, 

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi.
26

 Lebih lanjut akan dijelasakan di bawah ini, 

                                                           
26 Hendry Eka Prasetya Dkk, ―Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

Di Stasiun Tawang Kota Semarang‖ (Semarang, Universitas Diponegoro, 2014). 
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terkait model implementasi menurut Goerge C. Edward III 

yaitu: 

a. Komunikasi 

Indikator pertama yang mempengaruhi keberhasilan 

pada implementasi kebijakan yaitu komunikasi. 

Berdasarkan pengaruhnya, bahwa komunikasi sangat 

menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan 

publik. Karenanya pembuat keputusan telah mengetahui 

informasi sebelumnya, dan tentunya akan lebih efektif 

terhadap pelaksanaan kebijakan.
27

 Sedangkan 

komunikasi Forsdale mengatakan bahwa komunikasi 

adalah proses individu stimulus yang biasanya dalam 

bentuk verbal (lisan) untuk mengubah tingkah laku orang 

lain.
28

 Maka dapat ditarik penjelasannya bahwa 

komunikasi adalah aktivitas dasar (primer) manusia, 

karena dengan adanya sebuah komunikasi manusia dapat 

saling terhubung antara satu dengan lainnya, baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun kehidupan yang lainnya. 

Varibel komunikasi dianggap sangat berpengaruh 

pada implementasi kebijakan publik. Karenanya pada 

penerapannya, bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat 

harus mengsosialisasikan kepada masyarakat, dengan 

cara komunikasi secara langsung. Selanjutnya 

pengetahuan yang mereka kerjakan dapar berjalan 

apabila variabel komunikasi dijalankan dnegan baik, 

sehingga setiap keputusan kebijakan (policy) dan 

peraturan implementasu harus dikomunikasikan kepada 

sesorang (person) yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, 

dapat ditarik bahwa penggunaan komunikasi dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan, paling tidak 

terdapat tiga indikator yaitu: 

 

                                                           
27 Goerde C Edward, Public Policy Implementing (London: Jai Press, 1990), 

156. 
28 Amir Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 

4. 
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1) Transmisi yang dimaksud yaitu penyaluran 

komunikasi yang baik dan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik. Oleh karenanya sering 

terjadi salah komunikasi dalam penyaluran 

komunikasi; 

2) Kejelasan adalah komunikasi yang diterima oleh 

para penyelenggara haruslah jelas dan tidak 

menimbulkan kebingungan terhadap suatu pesan 

kebijakan. Selain itu ketidakjelasan pesan kebijakan 

tidak selalu menghalangi implementasi, dimana pada 

tataran tertentu para penyelenggara membutuhkan 

fleksibelitas dalam melaksanakana kebijakan; 

Konsistensi yaitu perintah atau insturksi yang 

diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi 

haruslan konsisten dan jelas, karena jika perintah 

yang diberikan sering berubah, maka dapat 

menimbulkan kebingungan bagi para 

penyelenggara.
29

 

 

b. Sumber Daya 

Sumber Daya merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan impelemntasi kebijakan. 

Sumber daya dalam hal ini dimaksud adalah tenga orang 

yang melaksanakan kebijakan. Selanjtunya sumber daya 

memiliki indikator, yaitu: 

1) Staf 

Sumber daya utama pada implementasi 

kebijakan adalah staf atau tenaga. Kegagalan yang 

terlihat dalam implementasi kebijakan disebabkan 

oleh tenaga yang tida mencukupi, memadai, ataupun 

tidak kompeten di bidangnya. Selanjutnya 

penambahan jumlah tenaga perlu dilakukan, supaya 

memiliki kecukupan staf dengan keahlian dan 

                                                           
29 Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktik Dan Riste Pendidikan (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), 16. 
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kemampuan yang diperlukan dalam implenetasi 

kebijakan; 

2) Informasi 

Informasi dalam implementasi kebijakan 

memiliki dua macam bentuk yaitu informasi yang 

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan 

dan informasi mengenai kepatuhan dari para 

penyeleggra terhadap peraturan dan regulasi 

pemerintah yang telah ditetapkan; 

3) Wewenang 

Wewenang pada umumnya adalah kewenangan 

harus bersifat formal, suapaya perintah dapat 

dilaksanakan. Sedangkan kewenangan merupakan 

kekuasaan atau legitimasi bagi para penyelenggara 

dalam melaksanakan kebijakan. Akan tetapi dalam 

konteks lain wewenang formal sering terjadi 

kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. 

Sebab efektifitas akan menyurut wewenang yang 

diselewengkan oleh para pelaksana demi 

kepentingannya sendiri; 

4) Fasilitas 

Fasilitas seperti fisik merupakan faktor penting 

dalam implementasi kebijakan. Implementor atau 

penyelenggara harus memiliki tenaga yang 

mencukupi, mengerti dan paham terhadap 

kewenangan dalam melaksanakan tugasnya.
30

 

 

c. Disposisi 

Disposisi yairu variabel ketiga dalam mepengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Goerge 

C. Edward III mengatakanbahwa ada beberapa hal 

penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi 

                                                           
30 Nanang fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008). 
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yaitu: 

1) Pengangkatan Birokrasi 

Pengangkatan briokrasi atau penyelenggara 

akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap 

implementasi kebijakan. Apabila hal tersebut tidak 

didukung oleh personil yang ada dan tidak 

melaksanakan kebijakan yang diingingan oleh 

pejabat; 

2) Intensif 

Intensif menurut Edward mengatakan bahwa 

salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 

sebuah masalah adalah dengan memanipulasi 

insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang 

bertindak menurut kepentingan merekas sendiri, 

maka memanipulasi insentif oleh para 

penyelenggara mempengaruhi tindakan para 

pelaksana kebijakan.
31

 

 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur birkorasi merupakan lembaga yang harus dipilih 

secara baik dan benar. Supaya hal ini berpengaruh pada 

keberhasilan implementasi kebijakan publik. Walaupun 

sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan 

tersedia, antara para penyelenggara kebijakan untuk 

mengetahui yang seharusnya dilakukan, dan 

mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan. 

Pemilihan struktur birokrasi harus dipertimbangkan, 

supaya hal ini menjadi indikator penetapan sumber daya 

yang efektif dan tentunya terbaik. Selanjutnya birokrasi 

dikatakan sebagai pelasana sebuah kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara 

                                                           
31 Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn 

(Jakarta: Rajawali Press, 2010), 154. 
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politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
32

 

Struktur Birokrasi menurut Edward III 

mengemukakan ada dua karakteristik yang dapat 

mendongkrak kinerja struktur birokrasi yaitu: 

1) Standar Operarional Prosedur (SOP) 

Adalah sutau kegiatan rutin yang 

memungkinkan para pegawai atau penyelenggara 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari 

yang sesuai degan ditetapkan; 

2) Fragmentasi 

Fragmentasi adalah upaya penyebaran 

tanggungjawab kegiatan atau aktivitas pegawau 

diantara beberapa unit kerja.
33

 

 

B. Kewenangan 

1. Pengertian Kewenangan 

Kewenangan Menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah 

hal berwenang, hak atau kekuasaan yang mempunyai untuk 

melakukan sesuatu.
34

 Secara perspektif wewenang itu sendiri 

ialah: Pertama, hak dan kekuasaan untuk bertindak 

kewenangan; Kedua, Kekuasaan membuat keputusan, 

memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada 

orang lain.
35

 Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan 

bahwa istilah wewenang berasal dari kata authority (Inggris) 

dan gezag (Belanda). Sedangkan istilah kekuasaan berasal 

dari kata power (Inggris) dan macht (Belanda). Tentunya 

dalam hal ini mempunyai perbedaan makna dan pengertian 

sehingga dalam penempatan kedua istilah dilakukan secara 

                                                           
32 Tabrani Rusyan, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2010), 4. 
33 Hariyanto, Belajar Dan Pembelajaran Sebuah Teori Konsep Dasar 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 183. 
34 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Ed (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2018). 
35 Nandang Alamsah Deliarnoor, Teori Dan Praktek Kewenangan 

Pemerintahan (Bandung: UNPAD PRESS, 2018). 



  

  

22 

cermat dan hati-hati. Secara terminologis istilah wewenang 

digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan 

dengan istilah bevoegheid dalam istilah hukum Belanda.
36

 

Selanjutnya ada dua unsur yang terkandung dalam 

pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan oleh H.D. 

Stout, yaitu: Pertama, Adanya aturan-aturan hukum; Kedua, 

adanya sifat hukum. Dalam Black‟s Law Dictionary 

Pengertian kewenangan (authority) disebutkan bahwa: 

―Right to exercise power; to implement and enforce laws; to 

exact obedience; to command; to judge. Control over; 

jurisdiction. Ofien synonymous with power,
37

 Dalam 

kontruksi kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak 

untuk melakukan praktek kekuasaan, namun kewenangan 

juga diartikan: 

a. Untuk menerapkan dan menegakan hukum; 

b. Ketaatan yang pasti; 

c. Perintah; 

d. Memutuskan; 

e. Pengawasan; 

f. Yuridiksi; atau 

g. Kekuasaan.
38

 

 

2. Sumber Kewenangan 

Berbicara mengenai kewenangan, maka hal ini tidak 

terlepas dari sumber kewenangan. Tentunya sumber 

wewenangan dibedakan menjadi dua yaitu wewenang 

personal dan wewenang ofisial. Wewenang bersumber pada 

intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan 

kesanggupan dalam memimpin. Sedangkan Wewenang 

Ofisial merupakan resmi yang diterima dari wewenang yang 

                                                           
36 Ibid. 
37 Abikusna, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Pemerintahan 

Daerah, n.d., 4. 
38 Ibid. 
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berada di atasnya.
39

 Selanjutnya dalam hukum sumber 

kewenangan dikenal dengan asas legalitas yang menjadi 

pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang 

dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan 

dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi 

negara hukum dan kontinental.
40

 Menurut Maz Weber ada 

empat macam meliputi: 

a. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi; 

b. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi; 

c. Wewenang Pribadi dan Teritorial; Serta 

d. Wewenang terbatas dan menyeluruh.
41

 

Sedangkan aspek kewenangan atau kompetensi yang 

dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yaitu: 

a. Kewenangan Atribut (orisinal) 

Ialah kewenangan yang diberikan langsung oleh 

peraturan perundang-undangan. Contoh: presiden 

berwenang membuat UU, Perpu, PP. Kewenangan ini 

sifatnya permanen, saat berakhirnya kabur (obscure); 

b. Kewenangan Non atribut (non orisinal) 

Kewenangan yang diberikan karena 

pelimpahan/peralihan wewenang. Contohnya Dekan 

sebagai pengambil kebijakan, wakil dengan bidang 

akademik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan dan 

menugaskan PD 1.
42

 

Secara teori wewenang berasalah dari sebuah aturan atau 

keberlakuan hukum yang ada. Namun Wewenang yang 

dibicarakan adalah wewenang Pemerintahan. Wewenang 

yang bersumber dari peratura perundangan-undangan yang 

diperoleh malalui atribusi, kewenangan yang diperoleh 

                                                           
39 Ibid. 
40 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1998), 35. 
41 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah. 
42 Merli Herlina, ―Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha 

Negara‖ (Universitas Ekasakti Padang, n.d.). 
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melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari 

mandat. Tentunya kewenangan didapat dari atribusi mutlak 

berasal dari amanat undang- undang uang secara eksplisit 

langsung dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu, 

dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan 

memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak 

melewati bidang kewenangan.
43

 Terkait sumber 

kewenangan Willem Konjenenbelt memiliki pandangan 

mengemukakan bahwa hanya ada dua cara sumber 

kewenangan yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi dan 

delegasi dengan tegas dikemukakan, bahwa atribusi 

berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan 

delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada 

atau organ yang telah memperoleh wewenang yang telah 

ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara 

atributif kepada orang lain sehingga delegasi secara logis 

selalu didahului dengan suatu atribusi.
44

 

 

3. Jenis-Jenis Kewenangan 

Jenis kewenangan menurut Black‟s Law Dictionary, 

dapat dibedakan menjadi tujuh belas macam yaitu: 

a. The power delegated (Kewenangan delegasi); 

b. Legal power (Kekuasaan Hukum); 

c. Apparent Authority (Kewenangan nyata); 

d. Authority by estoppels (Kewenangan untuk 

menyangkal); 

e. Authority coupled with an interest (Kewenangan yang 

digabungkan dengan kepentingan); 

f. Espress authority (Kewenangan yang diberikan jelas, 

apakah dalam bentuk tertulis atau lisan); 

                                                           
43 ―Kewenangan Atribusi and Delegasi D A N Mandat, ‗Kewenangan Atribusi, 

Delegasi Dan Mandat,‘Khazanah Hukum 2,‖ 2020, 92–99, 

https://doi.org/10.15575/kh.v2i3, no. 3. 
44 Deliarnoor, Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan. 
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g. General authority (Kewenangan Umum); 

h. Implied authority (Kewenangan yang tersirat); 

i. Actual authority (Kewenangan yang benar-benar 

ada/terjadi); 

j. Incidental authority (Kewenangan yang bersifat 

kebetulan); 

k. Inferrred authority (Kewenangan dalam mengambil 

keputusan/kesimpulan); 

l. Inherent authority (Kewenangan yang tidak bisa 

dipisahkan); 

m. Limited authority (Kewenangan yang terbuka); 

n. Naked authority (Kewenangan yang terbuka); 

o. Ostensible authority (Kewenangan semu/pura-pura); 

p. Special authority (Kewenangan khusus); dan 

q. Unlimited authority (Kewenangan yang tidak 

terbatas).
45

 

 

4. Ruang Lingkup Kewenangan 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa 

kewenangan adalah sebuah kekuasaan terhadap segolongan 

orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang 

pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. 

Adapun berikut ini ruang lingkup kewenangan ialah: 

a. Keabsahan Tindak Pemerintahan 

Keabsahan tindak atau perbuatan pemerintahan itu 

menurut Philipus M. Hadjon Meliputi tiga hal, yaitu: 

1) Kewenangan yang sah diperoleh secara atribusi, 

delegasi dan mandat, serta dibatasi oleh isi 

(materiae), wilayah (locus) dan waktu (temporis). 

Setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus 

bertumpu atas kewenangan yang sah. 
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2) Prosedur bertumpu pada landasan utama hukum 

Administrasi atau Hukum Tata Pemerintahan yaitu 

Asas Negara Hukum, Asas Demokrasi, dan Asas 

Instrumental. 

3) Subtansi bersifat mengatur dan mengendalikan apa 

(legalitas ekstern) dan untuk apa (legalitas intern). 

Selain itu, aspek subtansi menegaskan bahwa 

kewenangan pemerintah dibatasi secara subtansial 

menyangkut apa dan untuk apa.
46

 

b. Dua Alat Ukur 

Selanjutnya, adjijono dalam bukunya 

mengemukakan bahwa untuk mengukur keabsahan 

tindakan pemerintah dapat menggunakan dua alat ukur, 

yaitu peraturan perundang-undangan dan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Peraturan 

perundang-undangan berkaitan dengan dasar hukum 

yang memberi wewenang bagi pemerintah untuk 

bertindak (legitimasi pemerintah), sedangkan asas- asas 

umum pemerintahan yang baik berkaitan dengan dasar-

dasar dan pedoman bertindak bagi pemerintah diluar 

aturan yang bersifat normatif.
47

 

c. Tanpa Kewenangan 

Selanjutnya, pengertian tanpa kewenangan diartikan 

terhadap suatu beschikking yang dikeluarkan oleh 

seorang pejabat yang tidak mempunyai kewenangan 

(kompetensi) sama sekali untuk mengeluarkan 

beschikking yang bersangkutan atau kewenagan itu 

sesungguhnya ada pada pejabat yang lain. Paulus 

Effendie Lotulung mengemukakan adanya perbedaan 

kriterium tanpa kewenangan dalam 3 bentuk yaitu: 

1) Tanpa kewenangan yaitu bersifat materiil, artinya 

seorang pejabat yang mengeluarkan suatu 

beschikking tentang materi yang sebetulnya materi 

                                                           
46 Deliarnoor, Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan, 43. 
47 Ibid. 
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tersebut menjadi wewenang dari pejabat lainnya; 

2) Tanpa kewenangan yaitu ditinjau dari segi wilayah 

atau tempat di mana wewenang itu seharusnya 

dapat diperlukan. 

Tanpa  Kewenangan   yang   ditinjau   dari   segi   

waktu   berlakunya    atau dikeluarkannya  

suatu beschikking yang menyimpang dari waktu 

seharusnya diperhatikan. Misalnya suatu 

beschikking yang dikeluarkan itu telah 

kadaluwarsa, atau juga dikeluarkan sebelum 

waktunya. (ketidak wenangan yang bersifat 

rationae temporis).
48

 

d. Pembatasan Kewenangan 

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam 

penyelenggaraan peran fungsi serta tugas pemerintahan 

perlu dibatasi. Hal ini penting, supaya dalam tindakan 

atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada 

wewenang pemerintahan tidak terjadi suatu tindakan 

atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan 

kewenangannya dan melanggar hukum (detounement 

de pouvoir en onrecmatige overheidsdaad). 

Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini 

dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Asas 

spesialis dapat diketahui dengan membaca peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar dari 

kewenangan yang dilaksanakan.
49

 

5. Pengawasan 

a. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan yang digunakan pada sub bab ini, 

menjelaskan terhadap tugas pengawasan Pemerintahan 

dalam menilai sesuatu yang dilakukan. Tentunya 

sesuatu itu dikenal dengan objek yang berbagai macam. 

Tentunya, secara garis umumnya bahwa objek 
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28 

pengawasan dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu: 

Pertama, Kuantitas dan Kualitas program; Kedua, Biaya 

program dengan menggunakan 3 kegiatan yakni modal 

dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program; 

Ketiga, Pelaksanaan (implementasi) Program, yaitu 

pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat 

pelaksanaan dan proses pelaksanaan; Keempat, hal-hal 

yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang 

ditujukan kepada hal khusus yang telah ditetapkan 

oleh pimpinan atau manajer.
50

 Adapun mengenai 

pengertian pengawasan akan dijelaskan di bawah ini: 

1) George R. Tery (2006) mengatakan bahwa 

pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah 

dilaksanakan, pada maksudnya melakukan evaluasi 

prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan 

tindakan-tindakan korektif sebagai hasil pekerjaan 

yang telah ditetapkan. 

2) Robbin (1999) mengatakan pengawasan merupakan 

suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, 

sehingga membutuhkan seorang manajer untuk 

menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. 

3) Kertonegoro (1998) pengawasan adalah suatu 

proses manajer yang berusahan memperoleh 

kenyakinan bahwa kegiatan. 

4) Terry (1986) pengawasan adalah menentukan apa 

yang telah dicapai, mengadakan evaluasi 

atasannya, dan mengambil tindakan korektif apabila 

diperlukan. 

5) Siagian (1990) menyebutkan bahwa pengawasan 

ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjadi, supaya 

pekerjaan sesuai dengan rencana.
51
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b. Bentuk Pengawasan 

1) Pengawasan Internal dan eksternal 

Pengawasan internal adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh orang atau badan yang ada dalam 

lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. 

Selanjutnya pengawasan ini dilakukan dengan cara 

pengawasan atasan langsung atau pengawasan 

melekat (built in control) atau pengawasan yang 

diajukan secara rutin oleh inspektoral jenderal 

pada setiap kementerian. Sedangkan pengawasan 

eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh 

unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi 

yang diawasi.
52

 

2) Pengawasan Preventif Dan Represif 

Pengawasan preventif yang dimaksud sebagai 

pengawasan yang dilakukan terhadap suatu 

kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, 

sehingga dapat mencegah terjadinya 

penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif 

adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu 

kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. 

3) Pengawasan Aktif Dan Pasif 

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai 

bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat 

kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan 

pengawasan jauh (pasif) yang melakukan 

pengawasan melalui penelitian dan pengujian 

terhadap surat pertanggung jawaban yang disertai 

dengan bukti penerimaan dan pengeluaran. 

4) Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Hak 

(rechttimatigheid) dan Pemeriksaan Kebenaran 

Materiil Mengenai Maksud Tujuan Pengeluaran 

(doelmatigheid) 
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Pengawasan ini berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara, pengawasan ditunjuk 

untuk menghindari terjadinya korupsi, 

penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara 

yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.
53

 

 

C. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai 

aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui 

segala bentuk aturan hukum yang ada.
54

 Fiqh, yang secara 

etimologis berarti mengetahui, memahami dan menanggapi 

dengan penuh seksama. Secara terminologis, fiqh 

didefinisikan sebagai: ―Pemahaman tentang hukum-hukum 

syara‘, yang berkenaan dengan amaliah manusia yang 

direduksi dari dalil-dalil syara‘ yang terperinci‖. Karena 

obyeknya amaliah, maka fiqh tidak mencakup masalah 

akidah yang menjadi domain ilmu tauhid, demikian juga 

tidak mencakup masalah moralitas/etika yang menjadi 

domain ilmu akhlak. Sebagai hasil formulasi dari aktivitas 

penalaran manusia dalam memahami al-Qur‘an dan as-

Sunnah, maka fiqh dapat berubah seiring dengan perubahan 

situasi dan kondisi. Dengan mainstream yang demikianlah, 

maka fiqh memiliki elastisitas dan fleksibilitas yang tinggi, 

karena ia dibangun atas universalitas syari‟ah yang cocok 

untuk segala situasi dan kondisi, dimanapun dan kapanpun.
55

 

Secara umum fiqh siyasah mengatur ketentuan hukum Islam 

supaya dapat berlaku secara efektif dalam hubungan 

                                                           
53 Ibid., 103. 
54 Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, ―Perspektif Fiqh Siyasah 
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masyarakat.
56

 Sedangkan secara terminologi kata fiqh adalah 

pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara 

tentang amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang 

tafshil. Menurut pendapat Abu Zahrah Fiqh merupakan 

pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber 

dari Al-Qur‟an dan Al-Sunnah yang disusun dengan jalan 

ijtihad. Selanjutnya kata siyasah berasal dari kata Artinya 

mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat 

keputusan. Selanjutnya dalam Kamus al-Munjid‟ dan Lisan 

al‟Arab, kata siyasah diartikan sebagai pemerintahan, 

pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, 

pengawasan atau perekayasa.
57

 

Fiqh Siyasah selain bersumber pada Al-Qur‟an dan Al-

Sunnah juga bersumber pada pemikirian manusia dan 

lingkungannya, seperti pemikiran para ahli politik, kebiasaan 

masyarakat („urf), adat istiadat, pengalaman di masa lampau 

dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam Al-

Qur‟an kata fiqh tidak kurang dari 19 ayat dalam bentuk kata 

kerja, sebagaimana dalam Surat At-Taubah ayat [9]: 122. 

                  

             

                 

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari 

tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 

dirinya”. (Qs At-Taubah [9]: 122). 

                                                           
56 Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh 

SIyasah (Pekalongan: PT NEM, 2019), 1–2. 
57 Dedi Syarial, David Aprizon Putra, and Mabrur Syah, Fiqh Siyasah, Ed. 

Ihsan Nul Hakim, Cetakan Pe (Curup: CURUP, LP2 IAIN, 2019), 2. 
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Amir Syarifuffin dalam bukunya Garis-Garis Besar 

Fiqh mengatakan terdapat istilah mengenai definisi fiqh, 

yaitu: 

a. Ilmu tentang hukum Allah Swt; 

b. Membicarakan hal-hal yang bersifat amaliyah furu‟iyyah; 

c. Pengertian tentang hukum Allah Swt didasarkan dengan 

dalil terperinci; dan 

d. Digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal 

seorang mujtahid atau faqih.
58

 

 

2. Fiqh Siyasah Menurut Pemikir Islam 

a. Ahmad Fathi 

Menurutnya Fiqh Siyasah merupakan pengurusan 

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan 

syara. 

b. Ibnu ‗Aqil 

Menurutnya Fiqh Siyasah merupakan perbuatan 

yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan 

(kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah 

(keburukan kemerosotan), meskipun Rasul tidak 

menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya. 

c. Ibnu ‗Abidin 

Menurutnya Fiqh Siyasah merupakan kesejahteraan 

manusia dengan cara menunjukkan jalan yang benar 

(selamat) baik di dalam urusan dunia maupun akhirat. 

Tentunya dasar siyasah berasal dari Muhammad Saw, 

baik tampil secara khusus maupun secara umum datang 

secara lahir maupun batin. 

d. Abd Wahab Al-Khallaf 

Menurutnya Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar‟iyyah 

merupakan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi 

negara Islam dengan cara menjamin perwujudan 

                                                           
58 Ibid., 57. 
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kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (bahaya) 

dengan tidak melampaui batas syari‟ah maupun 

pokoknya yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai 

dengan pendapat ulama Mujtahid.
59

 

 

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut 

Abdurrahman Taj dibagi menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah 

dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri‘iyah (legislatif), 

siyasah qadhaiyah/ peradilan), siyasah maliyah (keuangan), 

siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) 

dan siyasah kharijiah (luar negeri). 

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan 

undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk 

pemerintahan, membatasi kekuasaaan penguasa dan 

penyelenggara negara lainnya dan meletakan cara yang 

ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak 

perorangan dan lembaga. Sedangkan Siyasah Tasyri‘iyah 

adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan 

mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun Siyasah 

Qadhaiyah adalah upaya lembaga dalam menerapkan 

undang-undang dan peraturan yang berlaku. Siyasah 

Maliyah (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala 

aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai 

dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak 

individu dan menyia-nyiakannya. Siyasah Idariyah 

(Administrasi) Ialah terkait dengan urusan pemerintahan 

yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, 

badan publik pemerintahan dan sebagainya. Siyasah 

Tanfiziyah (eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan 

kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Siyasah Kharijiah (Luar negeri) adalah urusan yang 

                                                           
59 Ibid., 10. 
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mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain 

terkait dengan kepentingan bersama. 

Fiqh Siyasah dalam arti memberikan panduan 

sekaligus menetapkan adanya kewenangan bagi seorang 

pemimpin untuk dapat melakukan arah kebijakan yang 

dapat diambil olehnya dibidang hal, yang tentunya hidup 

umat dalam kemaslahatan dunia akhirat bagi mereka. Imam 

Al-Mawardi sebagai seorang ulama yang mengkaji fiqh 

siyasah yang merincikan pada kategori hukum kekuasaan 

yang meliputi: 

a. Aqdul Imamah atau keharusan dan tata cara 

kepemimpinan dalam Islam yang mengacu pada syura; 

b. Taqlidul Wizarah atau pengangkatan pejabat menteri 

yang mengandung dua pola yaitu wizarah tafqidhiyah 

dan wizara tanfidziyyah; 

c. Taqlidul Imarah „alal bilad yaitu pengangkatan pejabat 

negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah; 

d. Taqlidul Imarat „alal jihad yaitu mengangkat para 

pejabat militer, panglima perang dan sebagainya; 

e. Wilayah „ala hurubil mashalih yaitu kewenangan untuk 

memerangi para pemberontak atau ahlur riddah; 

f. Wilayatul Qadha yaitu kewenangan dalam menetapkan 

para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan 

lainnya; 

g. Wilayatul Madhalim yaitu kewenangan memutuskan 

persengketaan di antara rakyat secara langsung atau 

menunjuk pejabat tertentu; 

h. Wilayatun Niqabah yaitu kewenangan mendata 

penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap 

kelompok masyarakat dari rakyatnya; 

i. Wilayah „ala imamatis shalawat yaitu kewenangan 

mengimani shalat baik secara langsung atau 

mengangkat petugas tertentu; 

j. Wilayah „ala hajj yaitu kewenangan dan 
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tanggungjawab dalam pelanyanan keberangkatan haji 

dan dalam memimpin pelaksanaannya; 

k. Wilayah „alal shadaqat yaitu kewenangan mengelola 

pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah masyarakat dari 

mulai penugasan ‗amilin, pengumpulan sampai distibusi 

dan penentuan para mustahiknya; 

l. Wilayah „alal fai qal gahnimah yaitu kewenangan 

pengelolalan dan pendistribusian rampasan perang; 

m. Wilayah „alal wadh‟il jizyah wal kharaj yaitu 

kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari 

kaum kafir dan bea cukai dari barang-barnag komoditi; 

n. Fima Takhtalifu ahkamuhi minal bilad yaitu 

kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari 

kekuasaannya; 

o. Ihyaul Mawat Wa Ikhrajul Miyah yaitu kewenangan 

memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan 

tanah tidak bertuan dan penggalian mata air; 

p. Wilayah Fil Hima wal arfaq yaitu kewenangan 

mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu 

sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, 

hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya; 

q. Wilayah Fi Ahkamil iqtha‟ yaitu kewenangan 

memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk 

kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya; 

r. Wilayah fi wad‟i diwan, yaitu kewenangan menetapkan 

lembaga mencatat dan menjaga hak kekuasaan, tugas 

pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga 

keamanan negara dan karyawan; 

s. Wilayah fi ahkamil jaraim yaitu kewenangan dalam 

menetapkan hukuman hudu dan ta‟zir bagi para pelaku 

kemaksiyatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan 

seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, 

penganiyaan dan pembunuhan; 

t. Wilyah fi ahkamil hisbah yaitu kewenangan dalam 
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menetapkan suatu lembaga pengawasan.
60

 

Kajian Ruang Lingkup Fiqh Siyasah belum diputuskan, 

terlihat perbedaan pendapat terhadap ruang lingkup fiqh 

siyasah. Para ulama misalnya dalam menentukan ruang 

lingkup terdapat 5 (lima) bidang dan ada juga 4 (empat) 

bidang atau 3 (tiga( bidang pembahasan. Menurut Al-

Mawardi ruang lingkup kajian fiqh siyasah yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyah yaitu kebijaksanaan pemerintah 

tentang peraturan perundang- undangan; 

b. Siyasah Maliyah yaitu ekonomi dan militer; 

c. Siyasah Sadha‟iyyah yaitu peradilan; 

d. Siyasah Harbiah yaitu Hukum Perang; 

e. Siyasah Idariyah yaitu administrasi negara.
61

 

Ibnu Taimiyah yang juga turut andil dalam membagi 

ruang lingkup fiqh siyasah menjadi empat bagian yaitu: 

a. Peradilan; 

b. Administrasi Negara; 

c. Moneter; 

d. Serta Hubungan Internasional.
62

 

Selanjutnya T.M Hasbi juga turut andil dalam 

membagi kajian ruang lingkup fiqh siyasah yang menjadi 

delapan bidang yaitu: 

a. Politik pembuatan perundang-undangan; 

b. Politik hukum; 

c. Politik peradilan; 

d. Politik moneter/ekonomi; 

e. Politik administrasi; 

f. Politik hubungan internasional; 

                                                           
60 Zulfan Efendi and Muhammad Lazim, Corak Fikih Siyasah Dalam Pemikiran 

Raja Ahli Haji, 1 Ed (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), 102. 
61 Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh SIyasah, 26. 
62 Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh SIyasah. 
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g. Politik pelaksanaan perundangan-undangan; 

h. Politik peperangan.
63

 

 

D. Makanan 

1. Pengertian Makanan 

Makanan secara etimologi berasal dari kata tha‟am yang 

berarti makanan. Selanjutnya makanan sebagai kebutuhan 

primer saat ini. Makanan adalah zat atau bahan yang memiliki 

manfaat apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan 

memiliki unsur kimia sehingga tubuh dapat mengolah menjadi 

zat gizi yang dibutuhkan. Secara biologis makanan berguna 

dalam memenuhi zat yang diperlukan oleh tubuh seperti 

karbohidrat, protein, lemak dan vitamin supaya tubuh dapat 

memenuhi fungsi fisiologisnya.
64

 Dalam ensiklopedi hukum 

Islam makanan disebutkan segala sesuatu yang boleh dimakan 

oleh manusia atau sesuatu yang menghilang lapar. Secara 

istilah makanan adalah apa saja yang dimakan oleh manusia 

dan disantap, baik berupa pangan, maupun lainnya.
.65

 

Sedangkan makanan sehat ialah mengkonsumsi sejumlah 

makanan yang tepat dari semua kelompok makanan secara 

berurutan untuk memastikan bahwa tubuh individu dilengkapi 

dengan tepat dan mampu berfungsi tepat, tergantung pada 

gaya hidup dan tingkat aktivitas. Selanjutnya makanan sehat 

berfungsi sebagai:
66

 

a. Sumber energi yaitu zat yang terkandung dalam makanan 

dapat menghasilkan sebuah tenaga atau energi untuk 

manusia beraktivitas; 

b. Pembangunan tubuh yaitu zat yang berfungsi sebagai 

regenerasi sel atau mengganti sel yang rusak serta 

                                                           
63 Ibid. 
64 Andriyani, ―Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan 

Kesehatan,‖ Jurnal Kodekteran Dan Kesehatan 15, No. 2,‖ 2019, 178. 
65 Muhammad Asyam, Aisma, and Nilda Miftahul Janna, Makanan Dan 

Minuman Dalam Islam (Sekolah Tinggi Agama Islam Makassar, n.d.). 
66 ―Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan,‖ 

Jurnal Kodekteran Dan Kesehatan 15, No. 2,‖ 190. 
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mendukung proses pertumbuhan; 

c. Pelindung tubuh yaitu dalam proses metabolisme tubuh 

makanan berfungsi sebagai homoestatis yang bertugas 

dalam mengatur kerja bagian tubuh tertentu seperti 

jantung, tulang, syaraf, serta hormon.
67

 

 

                   

             

                

              

              

                     

 

 “Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-

baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al 

Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) 

bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang 

menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang 

beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di 

antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, 

bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan 

maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan 

tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa 

yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-

hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari 

kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Qs Al-Maidah 

[5]:5). 

                                                           
67 Ibid., 195. 
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E. Konsep Pemerintahan Islam 

1. Pemerintahan Islam 

Berbagai referensi yang ada, sistem pemerintahan Islam 

terbangun sejak Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, adanya 

piagam Madinah menandakan sikap pemerintahan Islam ada. 

Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi Khalifah 

pertama merupakan awal terbentuknya pemerintahan model 

khilafah dalam sejarah Islam. Sepanjang massa pemerintahan 

Al-Khulafaur Rasyidin, para pakar politik Islam menilai bahwa 

sistem pemerintahan yang dijalankan sangat demokratis 

meskipun proses pengangkatan keempat khalifah pada masa ini 

memilih cara yang berbeda. Hal ini, disebabkan adanya proses 

penyelenggaraan dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, 

persamaan dan prinsip lainnya yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah.
68

 

Pasca pemerintahan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya 

perubahan signifikan. Hal ini terjadi masa dinasti Abbasiyyah. 

Sistem dan bentuk pemerintahan monarki absolut yang 

sebelumnya tidak pernah terjadi. Sistem dan bentuk 

pemerintahan monarki yang dipelopori oleh Muawiyyah bin 

Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, diteruskan oleh Dinasti 

Abbasiyyah. Berdasarkan sejarahnya, tampak sistem 

pemerintahan sejak awal Islam hingga runtuhnya kerajaan bani 

Abassiyyha pada abad pertengahan telah melahirkan persepsi 

dan konsep serta pemikiran baru mengenai sistem pemerintahan 

yang ideal dalam Islam. Misalnya tokoh ilmuwan dalam bidang 

politik pemerintahan pada zaman pertengahan telah 

menciptakan teori yang dapat diaplikasikan dalam sebuah 

negara.
69

 

2. Konsep Pemerintahan Islam 

Sistem pemerintahan dalam pandangan Al-Mawardi tentu 

berpaku pada teori politiknya atas dasar kenyataan yang ada dan 

kemudian secara realistik menawarkan saran perbaikan atau 

                                                           
68 Rahmawati, ―Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan 

Aplikasinya Di Indonesia,‖ Jurnal Syar‟ah Dan Hukum,‖ 2018, 264. 
69 Ibid., 266. 
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reformasi, misalnya dengan mempertahankan status quo. 

Berikut ini menurut Al-Mawardi mengenai konsep 

Pemerintahan Islam terutama dalam kekuasaan yaitu: 

a. Konsep Imamah (Kepemimpinan) 

Al-Mawardi dengan imamah adalah khalifah raja, 

sultan atau kepala Negara. Menurutnya imamah merupakan 

jabatan politis keagamaan. Imam adalah pengganti 

(khalifah) Nabi Saw yang bertugas menegakkan agama 

dan mengatur politik umat 

Islam. Pandangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur‟an yaitu: 

                    

               

                 

           

 “Artinya:Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa 

[4]:59) 

Selanjutnya konsep Imamah memiliki metode atau 

mekanisme pemilihan. Menurut Mawardi cara pemilihan 

pemimpin menggunakan dua pola yaitu pemilihan yang 

dilakukan oleh ahl-hall wa al-aqd (orang yang mempunyai 

wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan 

keputusan) dan penunjukan atau wasiat dari imam, khilafah 

atau raja sebelumnya. Adapun sebagai berikut: 
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1) Ahl-Ikhtiar (Para Pemilih) 

Menurutnya, tidak semua orang berhak 

melakukan pemilihan atas imam. Imam sebagai dipilih 

oleh wakil rakyat tertentu seperti bersifat adil, 

mengetahui syarat khalifah, dan memiliki kesanggupan 

untuk menentukan dengan bijaksana siapa yang berhak 

menjadi khalifah dari calon yang ada. Selanjutnya Al-

Mawardi menetapkan beberapa syarat menjadi ahl Al-

Ikhitiar, yaitu: Pertama, memiliki sikap adil; Kedua, 

Memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui 

siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat dan; 

Ketiga, memiliki wawasan yang luas dan kearifan 

dalam memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi 

imam dan mampu mengelola kepentingan umat 

diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan.
70

 

2) Ahl-Imamah (yang berhak dipilih) 

Imam atau khalifah harus memenuhi tujuh kriteria 

dalam memimpin pemerintahan Islam yaitu sebagai 

berikut: 

a) Memiliki sifat adil dengan segala persyaratannya; 

b) Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai 

untuk berijtihad dalam masalah hukum dan 

pengelolaannya; 

c) Sehat mental; 

d) Sehat fisik; 

e) Berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan 

kepentingan umat; 

f) Memiliki keberanian dan ketegasan untuk 

melindungi rakyat dan menumpas musuh dan; 

g) Keturunan quraisy.
71

 

 

                                                           
70 Ibid., 271. 
71 ―Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di 

Indonesia,‖ Jurnal Syar‟ah Dan Hukum.‖ 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penjelasan pada analisa yang telah dibuat, maka 

penulis menyimpulkan penelitian ini yaitu: 

1. Implementasi BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di 

Provinsi Lampung, telah berjalan. Sebagaimana BPOM 

melakukan prosedur terhadap ketentuan yang berlandaskan 

pada peraturan perundang-undangan. Secara ketentuannya, 

pelaksanaan obat dan makanan ini berpacu pada aturan 

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Pada realitasnya, 

ketentuan obat dan pengawasan obat makanan ini, telah 

melaksanakan ketentuan pada peraturan yang ada. Karena, 

ketika pelaksanaan ini tidak baik, maka akan terjadi 

permasalahan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Hal 

ini akan terjadi indikasi pada kesehatan yang buruk bahkan 

sampai Kematian. Untuk mencegah itu terjadi, maka BPOM 

telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam hal 

Obat dan makanan. 

2. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Fungsi dan 

Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di 

Provinsi Lampung merupakan bagian dari siyasah tanfiziiyah. 

Secara pelaksanaannya, BPOM telah melaksanakan 

kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-perundangan. 

Hal ini, dilihat dari data perjalanannya yang ada. BPOM 

Provinsi Lampung, telah melaksanakan kewajibannya sebagai 

badan yang mengawasi Obat dan Makanan di Provinsi 

Lampung. Salah tanggung jawab BPOM ialah memberikan 

pemahaman kepada sekolompok orang yang ingin 

mendaftarkan produkunya. Selain itu, Tugas dari BPOM juga 

memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hal yang 

dianggap penting. Misalnya dalam hal ini Pemberitahuan obat 

palsu secara Online. BPOM Provinsi Lampung melakukan 

sosialisasi secara media dengan memberitahukan obat palsu. 

73 
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Adapun tujuannya, untuk memberi kontrol kepada 

masyarakat, supaya masyarakat tidak menggunakan barang 

tersebut. 

 

B. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dibuat penulis akan dijelaskan di 

bawah ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan BPOM harus dapat 

melakukan sosialisasi lebih massif kepada masyarakat baik 

secara kampanye langsung maupun media Online; 

2. Diharapkan dengan selesainya karya ilmiah ini dapat 

memberikan masukan bagi para pembaca sehingga skripsi ini 

lebih baik lagi. 
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